
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan;

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

Mengingat

bahwa dalam rangka pe1aksanaan Program dan Anggaran

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran

2020, perlu menetapkan Peraturan tentang Petunjuk

Pe1aksanaan Program dan Anggaran di lingkungan Badan

Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020.

Menimbang

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

NOMOR 1.1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PROGRAM DAN ANGGARAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2020

PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

REPUBLIK INDONESIA

KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA



2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-669jMK.02j2019

tanggal 11 September 2019 perihal Penyampaian Pagu

Alokasi Anggaran KementerianjLembaga TA. 2020 Hasil

Memperhatikan: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran

Pendapatan dan Be1anja Negara Tahun Anggaran 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negaraj Lembaga;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 ten tang

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan

Keamanan Laut Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142jPMK.02j2018

tanggal 29 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 94jPMK.02j2017 tentang

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian NegarajLembaga dan Pengesahan

Daftar Isian Pe1aksanaan Anggaran;

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

78jPMK.02j2019 tanggal 17 Mei 2019 Tentang Standar

Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

12. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik

Indonesia Nomor PER-OO1jKEPALAjBAKAMLAjVj 20 15
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut

Republik Indonesia; dan

13. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 15 Tahun

2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun

Anggaran 2020.
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Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran Badan Keamanan

Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 sebagaimana

dimaksud pada pasal 1 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari lampiran Peraturan Kepala Badan Keamanan

Laut Republik Indonesia.

Pasal2

Pasal 1

Petunjuk Pe1aksanaan Program dan Anggaran Badan Keamanan

Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 merupakan

dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANANLAUT REPUBLIK

INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAANPROGRAM

DAN ANGGARAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK

INDONESIATAHUNANGGARAN2020.

4. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-657 jAG/2020

tanggal 28 April 2020 tentang Pengesahan Revisi Anggaran.

3. Surat Pengesahan Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-

119.01-0/2020 tanggal 12 November 2019 tentang Surat

Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA)

Induk Tahun Anggaran 2020; dan

Rapat Pembahasan Panitia Kerja Be1anja Pemerintah Pusat

dalam Rangka Pembicaraan Tingkat 1/ Pembahasan

Rancangan Undang-Undang tentang APBNTA2020;

3

Menetapkan



Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia,

r.e

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 19 JUNI 2020

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal4

Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan dan

memerlukan pengaturan lebih lanjut, akan ditentukan

kemudian.

Pasal3

4
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Di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
khususnya pasal 3 dinyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis,
efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan", dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla RI dalam
menghadapi ancaman dan tantangan keamanan maritim Indonesia, maka
diperlukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang sejalan
dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

1. Umum
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI)merupakan salah
satu lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dalam
menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan
wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla RI memiliki tugas melakukan
patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan
wilayah yusrisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya itu,
Bakamla RI menyelenggarakan fungsi di antaranya: a. melaksanakan
penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran
hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; b.
menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi
terkait; dan c. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah
perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Arah ke depan,
Bakamla akan bertransformasi menjadi Coast Guard yang bersifat Single
Agency Multi Tasks, yang merupakan lembaga sipil yang
bertanggungjawab terhadap keamanan maritim Indonesia.

BABI
PENDAHULUAN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR21TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN
ANGGARAN (PPPA) BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN
2020

TERBATAS
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Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran (PPPA)Badan Keamanan
Laut Republik Indonesia (Bakamla RI)merupakan dokumen perencanaan
program dan anggaran tahunan pada tingkat unit organisasi. PPPABadan
Keamanan Laut Republik Indonesia berisi tentang gambaran mengenai
kebijakan, sasaran dan prioritas kegiatan yang ingin dicapai, materiil dan
anggaran selama kurun waktu satu tahun anggaran. PPPA menjadi
pedoman bagi Bakamla RI untuk mendukung pelaksanaan tugas
fungsinya dalam mewujudkan visi misi organisasi.

Guna terlaksananya program dan kegiatan Bakamla RI TA. 2020 yang
lebih terarah, terukur, akuntabel serta dapat dilaksanakan secara efektif
dan efisien, maka perlu diatur pengelolaan anggaran yang dituangkan
dalam Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran (PPPA) Badan
Keamanan Laut Republik Indonesia TA.2020.

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan
penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka
pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden
yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional dan RKP dengan mcnggunakan pendekatan tematik, holistik,
integratif dan spasial.

Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional
dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money
follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja. Tujuan dari
pelaksanaan money follow program adalah untuk mewujudkan hasil
pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat luas.

Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional. Sinkronisasi Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka
memadukan dan mernperkuat penyusunan rencana dan anggaran
pembangunan nasional scrta pcngcndalian pencapaian sasaran
pembangunan.

TERBATAS
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Penutup.Bab V

Pengelolaan Program dan Anggaran Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia.

Bab IV

Program dan Anggaran Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia.

Bab III

Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi
Pembangunan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Bab II

Pendahuluan.Bab I

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut
Ruang lingkup PPPABadan Keamanan Laut Republik Indonesia TA. 2020
meliputi uraian tugas, kebijakan, sasaran pembangunan, jabaran
program dan anggaran serta pengelolaan program dan anggaran Badan
Keamanan Laut Republik Indonesia TA 2020, dengan tata urut sebagai
berikut:

b. Tujuan. PPPABadan Keamanan Laut Republik Indonesia TA. 2020
disusun dengan tujuan agar pelaksanaan program dan kegiatan
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia TA. 2020 dapat berjalan
sesuai dengan perencanaan dan sasaran yang ditetapkan sehingga
lebih terarah, terukur, akuntabel serta dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien guna mendukung tugas pokok Badan Keamanan
Laut Republik Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud. PPPABadan Keamanan Laut Republik Indonesia TA. 2020

disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam perencanaan dan
pelaksanaan program dan anggaran di tingkat unit kcrja di scluruh
jajaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

TERBATAS
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Mengacu pada perkembangan lingkungan strategis, terdapat berbagai
ancaman terhadap keamanan laut di Indonesia baik internal maupun
eksternal. Ancaman tersebut adalah ancaman tradisional dan non
tradisional. Ancaman tradisional yang dihadapi Indonesia dewasa ini dan
ke depan antara lain sengketa perbatasan dan sengketa Laut Cina
Selatan. Ancaman non tradisional pada keamanan maritim Indonesia di
antaranya adalah perompakan (armed and robbery) dan pembajakan di
laut (piracy), Transnational Organized Crimes seperti penyelundupan

Selanjutnya, sikap asertif China di Laut China Selatan menimbulkan
dinamika konflik yang berimplikasi pada permasalahan yang menyangkut
ancaman terhadap kedaulatan teritorial Indonesia. China berpendirian
tentang klaimnya terkait Nine-dash line dan membangun pangkalan
militer. Nine-dash line atau sembilan titik imaginer yang menunjukkan
klaim China atas sebagian besar wilayah di Laut China Selatan.

Selain itu, kondisi perbatasan maritim Indonesia dengan 10 negara di
laut menghadirkan tantangan lain. Saat ini masih terdapat permasalahan
batas maritim terutama di ZEEI, adanya insiden dengan aparat maritim
Malaysia dan Vietnam di dispute area.

di antara dua benua dan dua samudera
dua selat internasional sebagai SLOC- SLOT
tiga ALKIdan empat chokepoint
negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau
panjang garis pantai 108.000 km
luas laut 6,4 juta km2

lebih dari 7000 kapal melintas setiap hari.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi
ekonomi sangat besar. Posisi dan konstelasi geografis Indonesia menjadi
tantangan tersendiri bagi Indonesia dan khususnya bagi Bakamla RI,
yaitu:

1. Umum

BAB II
TUJUAN, SASARAN STRATEGIS,

ARAB KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

TERBATAS
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Arah Kebijakan dan Strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
(Bakamla RI) Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada konsep operasi
Bakamla RI, yang terdiri dari:
a) Puskodal, terdiri dari Command Center HQ dan sub/other Command

Center;
b) 77 kapal, terdiri dari 19 Kapal Patroli Lepas Pantai dan 1 Kapal Latih

berukuran 80 M s.d 110 54 M, 57 Kapal Patroli Pantai berukuran 48
M s.d. 60 M;

c) 6 Pesud Maritim pada Daerah Operasi Maritim (DOM)prioritas tinggi;
d) 29 Heli patrol berkemampuan Maritime Interdiction Operations (MIO)

untuk tiap Coastal Station dan Pelabuahan besar Indonesia; Belawan,
Batam, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Tarakan , Makasar, Manado,
Ambon, .Jayapura/Borong, Merauke;

Perkembangan lingkungan strategis dan ancaman-ancaman terhadap
keamanan laut merupakan bagian tak terpisahkan dari perkembangan
Bakamla RI menjadi Coast Guard yang bersifat Single Agency Multi Task.
Bakamla RI sebagai Coast Guard diharapkan mampu mengemban tiga
tugas universal yaitu maritime security, maritime safety dan maritime
defense.

Menyadari pentingnya keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah
perairan Indonesia dan perairan yurisdiksi Indonesia, maka guna
pengendalian dan penguasaan laut dalam rangka pengamanan wilayah
laut dan guna terwujudnya kondisi stabilitas keamanan maritim nasional
serta mengantisipasi, mencegah serta menindak berbagai ancaman
faktual/ nyata di atau lewat laut di wilayah perairan Indonesia dan
perairan yurisdiksi Indonesia dalam rangka kepentingan nasional, maka
pemerintah membentuk Bakamla RI yang merupakan amanat dari UU
No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan berdasarkan Perpres No.178 Tahun
2014 ten tang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Bakamla RI
memiliki tugas utama untuk melaksanakan patroli keamanan dan
keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi
Indonesia.

narkoba, penyelundupan senjata, illegal entry, terorisme, dan
penyelundupan BBM.

TERBATAS
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Arah Kebijakan I : Penguatan operasi keamanan dan keselamatan laut
melalui kegiatan operasi yang sinergi dengan mengedepankan pendekatan
kesatuan upaya (unity of effort) yang mengoptimalkan sistem informasi
dan komando pengendalian terintegrasi terutama di wilayah perbatasan,
pulau terluar, dan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi oleh satuan
atau unsur laut maupun udara yang terlatih dengan baik, dengan strategi
peneapaian sebagai berikut:

1. Menyusun strategi keamanan dan/ atau keselamatan laut guna
meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan, pulau
terluar, dan daerah rawan;

2. Menyusun reneana strategi operasi keamanan dan keselamatan di
wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia, terutama
perbatasan, pulau terluar, dan wilayah rawan dalam kerangka
unity of effort atau interagency process;

3. Meningkatkan kapasitas pelaksanaan operasi keamanan dan
keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia seeara
bersinergi, terutama wilayah perbatasan, pulau terluar, dan
wilayah rawan;

4. Penguatan regulasi bagi pelaksanaan operasi keamanan dan
keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia
terutama wilayah perbatasan, pulau terluar dan wilayah rawan
dalam kerangka unity of effort atau interagency process;

Selain itu, arahan kebijakan dan strategi Bakamla RIjuga mengacu pada
Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Bakamla RI 2020 - 2024,
Reneana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 -
2024), Reneana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah (RPJP)2005 -
2025 yang merupakan panduan bagi pereneanaan pembangunan
kelembagaan Bakamla RITahun 2020, yang terdiri dari:

e) 29 RHIB/Catamaran untuk tiap Coastal Station dan Pelabuhan
besar Indonesia; Belawan, Batam, Jakarta, Surabaya, Pontianak,
Tarakan, Makasar, Manado, Ambon, .Jayapura/Borong, Merauke;

f) 32 UAVyang bisa dioperasikan dari Pangkalan maupun dari Kapal
untuk tiap Coastal Station dan pelabuhan besar Indonesia;
Belawan, Batam, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Tarakan , Makasar,
Manado, Ambon, .Jayapura/Borong, Merauke;

g) Pangkalan, disesuaikan dengan konsep penggelaran operasional
secara menyeluruh.

TERBATAS
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Arah Kebijakan IV : Penguatan sistem komando pengendalian berbasis
sistem informasi dan komputer yang bersifat open - ended, tahan retas
dan mampu menjamin integritas data untuk menunjang operasi
keamanan dan keselamatan laut dengan mengutamakan pada penyiapan

Arah Kebijakan III : Penguatan sarana prasarana keamanan dan
keselamatan laut yang diutamakan kepada pengadaan, pemeliharaan dan
perbaikan unsur laut dan udara untuk menyelenggarakan operasi
keamanan dan keselamatan laut serta pembangunan sistem pangkalan
untuk menunjang operasi di daerah perbatasan, pulau terluar, dan
daerah rawan; pembangunan dan pengembangan SPKKLmaupun GS;
serta sistem dukungan logistik yang mampu mendukung ketahanlamaan
atau sustainability operasi keamanan dan keselamatan laut, dengan
strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Melaksanakan revitalisasi / peremajaan / pemeliharaan /
perawatan un sur patroli dan sistem peringatan dini Bakamla;
dan

2. Membentuk sistem guna mendukung pelaksanaan operasi di
daerah perbatasan, pulau terluar, dan daerah rawan.

Arah Kebijakan II : Penyiapan SDM yang diutamakan bagi pengawakan
Kapal Patroli, Pesawat Udara, Puskodal, SPKKL,GS, Unit Penindakan
Hukum (UPH)dan Special Response Team (SRT)yang berkarakter dasar
terdiri dari kecerdasan (intelligence), keberanian (courage), keteguhan
(persistence) dan memiliki jiwa patriot, integritas tinggi serta kecakapan
kebaharian, dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas SDM di bidang operasi, sistem
peringatan dini, hukum, dan Special Response Team (SRT);

2. Meningkatkan kualitas SDMdi bidang operasi, sistem peringatan
dini, hukum, dan Special Response Team (SRT);dan

3. Internalisasi nilai dan budaya organisasi serta peningkatan
profesionalisme personel Bakamla.

pelaksanaan operasi keamanan dan keselamatan terutama
wilayah perbatasan, pulau terluar dan wilayah rawan; dan

6. Meningkatkan target kinerja operasi / patroli keamanan dan
keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia secara
bersinergi terutama di wilayah perbatasan, pulau terluar dan
wilayah rawan.

kehadiran unsur patroli Bakamla bagi5. Meningkatkan

TERBATAS
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Arah kebijakan dan strategi tersebut merupakan turunan pembangunan
berkelanjutan yang telah dituangkan oleh pemerintah dalam rangka
mencapai tujuan bernegara yang diamanatkan dalam UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Arah kebijakan dan strategi tersebut
merupakan langkah pertama dalam Rencana Strategis Bakamla RI 2020-
2024 yang merupakan turunan dari RPJMN2020-2024. Di mana RPJMN
2020-2024 merupakan tahap terakhir di Rencana Pembangunan Jangka

Arah Kebijakan V : Penguatan penanganan kasus dan penindakan
hukum keamanan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah
yurisdiksi Indonesia melalui pembangunan kapasitas yang diutamakan
pada aspek SDMbaik secara mandiri maupun dalam kerangka kerjasama
(dalam negeri maupun luar negeri) serta peningkatan sinergitas antar KjL
terkait, dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Membentuk tim gabungan penanganan perkara tindak pidana di
laut bersama antara Bakamla dan kementerian j lembaga terkait;

2. Menyusun penatalaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana
hasil tangkapan operasi Bakamla;

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelesaian; dan
4. Tindak pidana hasil tangkapan operasi Bakamla.

sistem dalam menerima, mengolah dan diseminasi data dan informasi
kepada KjL terkait, dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan personel dalam melakukan
pengumpulan dan analisis data dan penyajian informasi;

2. Meningkatkan kemampuan teknologi deteksi ancaman keamanan
dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah
yurisdiksi Indonesia;

3. Meningkatkan kemampuan pengintegrasian data dan informasi
keamanan serta keselamatan laut yang dimiliki kementerian j
lembaga terkait;

4. Menyusun konsep pengamanan data dan informasi keamanan
serta keselamatan laut pada sistem peringatan dini;

5. Merevitalisasi Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut
(KPIML) menjadi National Maritime Security and Safety Fusion
Center,

6. Membentuk kerangka hukum dan kerja sarna serta
penatalaksanaan National Maritime Security and Safety Fusion
Center.

TERBATAS
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b. Sasaran Strategis;
Fokus pencapaian tugas Keamanan Laut Republik Indonesia adalah :
1) Amannya choke point di seluruh perairan Indonesia
2) Terjaminnya keamanan ALKI
3) Terjaganya kedaulatan NKRI
4) Tegaknya hukum di seluruh perairan Indonesia
5) Pelaku bisnis di laut merasa aman dan nyaman dalam rangka

kesejahteraan bangsa
6) Tercapainya visi poros maritim dunia

a. Tujuan;
1) Terwujudnya Keamanan dan Keselamatan di wilayah Perairan

Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan berpedoman
pada ketentuan hukum nasional dan Internasional

2) Terwujudnya penegakan hukum berdasarkan Sistem
Informasij Sistem Peringatan Dini dan Coast Guard Diplomasi di
wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

3) Terwujudnya kapasitas kelembagaan, tersedianya sarana dan
prasarana operasi keamanan dan keselamatan laut dan sumber
daya manusia yang profesional, handal dan unggul.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan 'Sasaran Strategis Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
sesuai yang tertera pada Rencana Kerja Bakamla RI TA. 2020 dan
rancangan Renstra Bakamla RI 2020-2024 yaitu:

Melalui arah kebijakan dan strategi Bakamla RI yang telah dirumuskan,
diharapkan Bakamla dapat melaksanakan tugas yang diemban secara
baik, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tugas Bakamla RI,
yaitu amannya choke point di seluruh perairan Indonesia, terjaminnya
keamanan ALKI,terjaganya kedaulatan NKRI,tegaknya hukum di seluruh
perairan Indonesia, pelaku bisnis di laut merasa aman dan nyaman
dalam rangka kesejahteraan bangsa serta tercapainya visi poros maritim
dunia.

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yang akan mempengaruhi
pencapaiatan target pembangunan dalam RPJPN2005-2025.

TERBATAS
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Dalam rangka pencapaian tugas tersebut di atas, maka sasaran
strategis yang ingin dicapai Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia adalah :
1) Menurunnya kasus kejahatan di wilayah perairan Indonesia dan

wilayah yurisdiksi Indonesia
2) Mewujudkan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia

dan wilayah yurisdiksi Indonesia berdasarkan sistem peringatan
dini keamanan dan keselamatan laut

3) Meningkatkan diplomasi maritim di bidang keamanan dan
keselamatan laut secara nasional dan internasional (bilateral dan
multilateral) dalam rangka pencegahan pelanggaran hukum di
wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

4) Tersedianya kebijakan nasional di bidang keamanan dan
keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi
Indonesia

5) Meningkatkan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan
laut yang handal dan modern berbasis konsep operasi keamanan
laut

6) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM)aparatur
keamanan laut

7) Meningkatkan mutu kelembagaan, ketatalaksanaan dan kinerja
untuk memaksimalkan dukungan manajemen

TERBATAS
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2. Struktur Program dan Anggaran
Struktur penyusunan program dan anggaran TA. 2020 yang disusun
merupakan pendekatan sesuai struktur organisasi dimana pejabat
struktural Eselon I bertanggungjawab pada pelaksanaan program
sedangkan Eselon II pada pelaksana kegiatan sekaligus menjadi Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK). Atau dalam tataran manajemen strategis
Eselon I bertanggungjawab pada pencapaian outcome (hasil), sedangkan
Eselon II bertanggungjawab pada pencapaian output (keluaran).
Semuanya itu mengacu kepada Buku Restrukturisasi yang ditetapkan
oleh Bappenas.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan dan VISI misi
Organisasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebagaimana
dirumuskan di atas, ditentukan kegiatan-kegiatan yang disusun dalam
struktur program dan anggaran berikut penetapan alokasi anggarannya.
Proses penyusunan program dan anggaran TA 2020 ini menggunakan
pendekatan anggaran terpadu, pendekatan penganggaran berbasis
kinerja dan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah.
Upaya-upaya yang dilakukan agar kegiatan yang disusun dapat
serealistis mungkin, efektif-efisien dan sejalan dengan tuntutan tugas
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, maka prioritas pencapaian
sasaran telah mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis,
prediksi ancaman dan kondisi saat ini serta berpedoman pada arah
kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah serta
direktif pimpinan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

1. Umum
Dalam rangka mencapai sasaran dan visi misi Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia, maka dirumuskanlah kegiatan-kegiatan yang
tersusun dalam struktur program dan anggaran. Penyusunan program
dan anggaran Bakamla menggunakan pendekatan anggaran terpadu,
pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah.

BAB III
PROGRAM DAN ANGGARAN

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

TERBATAS
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Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia
(SDM)
Layanan Manajemen Keuangan
Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
Layanan Protokoler
Layanan Umum
Layanan Perkantoran

5734.955
5734.958
5734.959
5734.962
5734.994

5734.954

5734 Penyelenggaraan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis
Kamla

Layanan Audit Internal3969.965

Penganggaran, Evaluasi Kinerja Serta Manajemen Organisasi
3968.952 Layanan Perencanaan
3968.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi
3968.960 Layanan Manajemen Organisasi

3969 Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Bakamla

Perencanaan danAdministrasi3968 Penyelenggaraan

Keamanan dan Keselamatan Laut
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan Manajemen Barang MilikNegara (BMN)

3967.951
3967.956

3967.002

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Bakamla RI (119.01.01) dengan rincian kegiatan sebagai
berikut:
3967 Peningkatan atau Pengadaan Material, Sarana Prasarana dan

Manajemen BMNBakamla
3967.001 Pengadaan Senjata Penyelenggaraan Patroli

Keamanan dan Keselamatan Laut
Pengadaan Amunisi Penyelenggaraan Patroli

Pada Tahun Anggaran 2020 ini terdapat 2 (dua) program yaitu, Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla
RI dengan 4 kegiatan; dan Program Peningkatan Keamanan dan
Keselamatan di Laut dengan 3 kegiatan. Adapun rincian program dan
kegiatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia TA. 2020, sebagai
berikut:

TERBATAS
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3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan
Keamanan Laut Republik Indonesia dalam suatu rumusan yang spesifik,
terukur, dan dalam kurun waktu tertentu. Strategi adalah cara mencapai
tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan
program-program.

Advokasi dan Penegakan Hukum Kamla
Kegiatan dan Forum Kerjasama Kamla
Penanganan Kasus Pelanggaran dan Tindak
Pidana di Laut
Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut5737.005

5737.002
5737.003
5737.004

5737 Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum dan Kerjasama
Keamanan dan Keselamatan Laut
5737.001 Data dan Informasi Kamla

Rumusan Rekomendasi Kebijakan Keamanan
dan Keselamatan Laut
Rancangan Strategi Keamanan dan Keselamatan
Laut
Penelitian dan Pengembangan Kamla5736.003

5736.002

5736 Penyiapan Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut
5736.001

Dukungan Kesiapan Operasi Keamanan dan
Keselamatan Laut
Dukungan Kesiapan Operasi Udara Maritim
Dukungan Kesiapan Latihan Keamanan dan
Keselamatan Laut
Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut
Dalam Negeri
Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Luar
Negeri
Operasi Udara
Operasi Udara Bersama Terkoordinasi Bilateral
Latihan Keamanan dan Keselamatan Laut

5735.006
5735.007
5735.008

5735.005

5735.004

5735.002
5735.003

5735.001

b. Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut
(119.01.06) dengan rincian sebagai berikut :
5735 Peningkatan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut

TERBATAS
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11.11

Tirgei ;1

'2029 -I'

peraturanmenjadidirekomendasikan
perundangan

Sasaran Strategis :
02. Tersedianya kebijakan nasional di bidang

keamanan dan keselamatan di wilayah
perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi
Indonesia
Indikator Kineda :

,02.01 Persentase naskah kebijakan keamanan dan
keselamatan laut nasional yang

1;,,- ., s&.idaD -Sbrategis,1
IdcUk'il!or Hi,nerja ,Saa:lIinln Sbfafegi&

Sasatah Strategis :
01. Menurunnya kasus kejahatan di wilayah

perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi
Indonesia
Indika_tor Kinetja :

01.01 Persentase penurunan kasus kejahatan di laut 10

a. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Sasaran Strategis (outcome/impact) Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia merupakan bagian penting dalam suatu perencanaan
yaitu kondisi secara nyata yang ingin dicapai oleh Badan Keamanan
Laut Republik Indonesia dan memberikan hasil dan dampak bagi
para stakeholder.

Adapun rincian sasaran dan indikator kinerja pada Tahun Anggaran 2020
sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja (RENJA)Badan Keamanan
Laut Republik Indonesia, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Selanjutnya untuk mengetahui capaian kinerja beserta pemanfaatan
anggarannya apakah berupa keberhasilan atau kegagalan dari suatu
output prograrrr/kegiatan, maka perlu adanya indikator keluaran yang
dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolak
ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan
baik dan terukur. Dengan adanya pengukuran terhadap indikator kinerja
akan dapat diketahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran
strategis organisasi.

TERBATAS
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07. 'Sasaran Strategis :
Meningkatkan diplomasi maritim di bidang
keamanan dan keselamatan laut secara
nasional dan internasional (bilateral dan
multilateral) dalam rangka pencegahan
pelanggaran hukum di wilayah perairan
Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

55

06. 'Sasaean Strategis :
Meningkatkan kompetensi sumber daya
manusia (SDM)aparatur keamanan laut
hidikatdr Kineria_ :.

06.01 Jumlah SDMyang bersertifikasi internasional 7

mutu kelembagaan,
dan kinerja untuk

Meningkatkan
ketatalaksanaan
memaksimalkan dukungan manajemen
lndikator Kinerja :

05.01 Indeks penilaian reformasi birokrasi

sarana

dan modern berbasis konsep
keamanan laut

04.01 Indik$_torKinerja :.
80dankesiapsiagaanPersentase

operasi

04. Sasaran Strategis :
Meningkatkan saran a dan prasarana
keamanan dan keselamatan laut yang handal

keamanan dan keselamatan laut
Irtdikator Kiherja :

03.01 Relay Time pada gangguan keamanan dan 300 Menit
keselamatan laut

Sasaran Strategis :
03. Mcwujudkan pcncgakan hukum di wilayah

perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi
Indonesia berdasarkan sistem peringatan dini

TUfj;li
2'02.0

~

. .prasarana penunjang operasi
05. Sasaran Strategis :

TERBATAS
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penganggaran
01.02.04 Indeks penyelesaian peraturan perundang- 30

undangan
01.02.05 Indeks penyelesaian penataan organisasi 30
01.02.06 Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik 3
01.02.07 Jumlah pelaporan intemal 5
01.02.08 Jumlah pelaporan ekstemal 6
01.02.09 Realisasi anggaran 95
01.02.10 Jumlah dokumen perencanaan program yang 2

disusun

dan

Sasa:tan Pr0gta1i1 :
01.02 Mewujudkan Penyusunan Rencana Program dan

Anggaran, Tata Kelola Kelembagaan dan
Pen:ingkatan Kinerja Aparatur yang Efektif,
Efisien dan Akuntabel
Indikator KineF]a:.

01.02.01 Indeks Penilaian ReformasiBirokrasi
01.02.02 NilaiSAKIP
01.02.03 Persentase kesesuaian perencanaan

sesuai dengan rencana
01.01.03 Persentase kesiapsiagaan sistem peringatan dini 65

(Continuity of service)
01.01.04 Persentase utilisasi aset 80

01.01.
Sasaran PrOgram :
Meningkatnya sarana dan prasarana keamanan
dan kese1amatan laut yang handal dan modem
berbasis sistem peringatan dini
Indikatdr K:ine-rja:

01.01.01 Persentase kesiapsiagaan sarana dan prasarana 80
penunjang operasi

01.01.02 Persentase terpenuhinya sarana prasarana 70
keamanan dan keselamatan laut yang handal

55
CC
80

negeri
07.02 Persentase pelaksanaan kerjasama luar negeri 100

b. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program
(119.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Bakamla

100
Indikator Kinerja :

07.01 Persentase pe1aksanaan kerjasama dalam

TERBATAS
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06.01
Sasaran Program :
Meningkatkan keberhasilan operasi keamanan
dan keselamatan laut
Ihdikator Kinetja:
Indeks Kepuasan Stakeholders

06.01.01 Persentase penurunan kasus kejahatan laut 10
06.01.02 Response time pada gangguan keamanan dan 5

keselamatan lau t
06.01.03 Jumlah kegiatan dukungan kesiapan operasi 14

laut yang terlaksana
06.01.04 Jumlah operasi laut dalam negeri 19
06.01.05 Jumlah operasi laut luar negeri 4
06.01.06 Jumlah kegiatan dukungan kesiapan operasi 14

udara yang terlaksana
06.01.07 Jumlah operasi udara dalam negeri 171
06.01.08 Jumlah operasi udara luar negeri 4
06.01.09 Jumlah kegiatan dukungan kesiapan latihan 5

yang terlaksana

(119.01.06) Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan
di Laut

01.03.03 Penerbitan peraturan internal kepegawaian
01.03.04 Penyelesaian dokumen tagihan
01.03.05 Pelaksanaan transaksi pembayaran
01.03.06 Penyampaian laporan keuangan tepat waktu
01.03.07 Persentase pemberitaan positifBakamla RI
01.03.08 Persentase pelaksanaan kegiatan keprotokoleran

Kepala Bakamla RIyang berjalan lancar
01.03.09 Indeks ANRI
01.03.10 Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran

01.03

95
12

3
2620
2620
2
91
90

Sasatan Prograin .:
Mewujudkan pengelolaan administrasi
kepegawaian, keuangan, ketatausahaan,
kerumahtanggan, kehumasan, keprotokolan,
arsip dan dokumentasi yang tertib dan
akuntabel
IndikatorKinerja .:

01.03.01 Jumlah SDMyang bersertifikasi Internasional 7
01.03.02 Persentase lulusan diklat dengan nilai minimal 80

baik

201.02.11 Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang
disusun

"1l';t:~e~ '>'

2:~0~
I' HGdle,' .sa.~~.lrli'ltG~/:DI.tU.fo~'·~Kibeija,Pf4gra--

.,' ~. .s> I
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.Sasaran Program :
Mewujudkan sistem inforrnasij sistem peringatan
dini keamanan dan keselarnatan di wilayah
perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi
Indonesia yang terintegrasi
Indikator Kine:ria:

06.03

06.03.01 Persentase keberlangsungan layanan (continuity 100
of service)jaringan Bakamla RI

06.03.02 Persentase ancaman gangguan keamanan dan 100
terhadap system jaringan Bakamla RI yang
diselesaikan

06.03.03 Persentase layanan jaringan tertutup bagi mitra 100
Bakamla RIpengguna aplikasi Sistem Peringatan
Dini

06.03.04 Rekapitulasi data kerawanan internal dan 12
eksternal keamanan dan kese1amatan di wilayah
perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi
Indonesia

06.03.05 Jumlah peta kerawanan kearnanan dan 12
keselarnatan laut Indonesia

06.03.06 Jumlah pengumpulan data dan validasi
kerawanan di wilayah perairain Indonesia dan
wilayah yurisdiksi Indonesia

Jumlah personil yang dilatih

06.02

06.02.02 Persentase jumlah strategi atas kebijakan 20
nasional di bidang keamanan dan keselamatan
lau t di wilayah perairan Indonesia dan wilayah
yurisdiksi Indonesia yang dapat ditindaklanjuti
oleh pemangku kepentingan (stakeholders)

06.02.03 Persentase jurnlah penelitian dan pengembangan 20
(litbang) yang dapat mendukung kebijakan dan
strategi di bidang keamanan dan keselamatad
laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah
yurisdiksi Indonesia

Sasaran Program :
Mewujudkan kebijakan nasional di bidang
keamanan dan keselamatan di wilayah perairan
Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang
ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
(stakeholders)
Iri.dikatorKiller]a :

06.02.01 Persentase jumlah kebijakan nasional di bidang 11
keamanan dan keselamatan laut di wilayah
perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi
Indonesia yang ditetapkarr/ disahkan

06.01.10 261
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3967 Peningkatan atau Pengadaan Material, Biro
Sarana, Prasarana dan Manajemen BMN Sarpras
Bakamla
Sasaran Kegiata:n:

01. Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan
Barang MilikNegara (BMN)yang Tertib dan
Akuntabel
Indikator Kineria :

01.01 Persentase terpenuhinya sarana dan 70%
prasarana keamanan dan keselamatan laut
yang handal sesuai dengan rencana

01.02 Persentase kesiapsiagaan sarana dan 80%
prasarana penunjang operasi

c. Sasaran Kegiatan (Output) dan Indikator Kinerja Kegiatan
1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Bakamla

406.03.17 nusantara

denganinformasi

keselamatan laut
06.03.11 Persentase permohonan pendampingan,

pertimbangan dan advokasi hukum yang
ditindaklanju ti

06.03.12 Jumlah penyuluhan dan sosialisasi hukum
06.03.13 Persentase penyelesaian rancangan dan

peraturan perundangan yang mendukung
otoritas Bakamla RI sebagai Coast Guard
Indonesia

06.03.14 Persentase pelaksanaan kerjasama dalam negeri 100
06.03.15 Persentase pelaksanaan kerjasama luar negeri 100
06.03.16 Persentase penyerahan kasus ke stakeholder 100

penyidik
Jumlah pembentukan relawan penjaga laut

06.03.07 Jumlah pertukaran
Bakamla RI

06.03.08 Jumlah fasilitasi Sistem Peringatan Dini bagi
mitra Dakamla RI dalam rangka perwujudan
pelayanan public Bakamla RI untuk
membangun SPD

06.03.09 Jumlah analisa bulanan anomaly yang 12
tervalidasi

06.03.10 Relay time pada gangguan keamanan dan

mitra

targ1!:t· ''':'
~OLi0 ~
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01.03 Persentase kesiapsiagaan sistem peringatan 65%

dini (continuity of service)

01.04 Persentase utilisasi aset 80%

3968 Penyelenggaraan Administrasi Biro Ren
Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi dan Org
Kinerja serta Manajemen Organisasi
Sasaran Ke.giatan :

01. Terwujudnya penyusunan rencana program
dan anggaran, tata kelola kelembagaan dan
peningkatan kinerja aparatur yang efektif,
efisien dan akuntabel
Indikator Kinerja :

01.01 Indeks Reformasi Birokrasi 55
01.02 Nilai SAKIP CC
01.03 Persentase Kesesuaian perencanaan dan 80

penganggaran
01.04 Indeks penyelesaian rancangan peraturan 30
01.05 Persentase penyelesaian penataan 30

organisasi
01.06 Indeks sistem pemerintahan berbasis 3

elektronik
01.07 Jumlah pelaporan ekstemal 6
01.08 Jumlah pe1aporan internal 5
01.09 Realisasi anggaran 95
01.10 Jumlah dokumen perencanaan program 2

yang disusun
0l.11 Jumlah dokumen perencanaan anggaran 2

yang disusun

3969 Penyelenggaraan Pengawasan dan Inspektorat
Peningkatan Akuntabilitas Bakamla
Sasaran Keziatan :

01. Terwujudnya Pengawasan Intern yang
Efektif dan Mendorong Peningkatan
Akuntabilitas Bakamla RI
Indikator Kinetia :

01.01 Opini BPK WDP
01.02 Persentase rekomendasi hasil audit yang 80

ditindaklanjuti
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Dir. Ops Laut

14 keg

01. Dukungan kesiapan operasi
keamanan dan keselamatan laut
Indikator Kine:rja

01.01. Jumlah kegiatan dukungan
kesiapan operasi keamanan dan
keselamatan lau t

5735.01 Dukungan kesiapan operasi
keamanan dan keselamatan laut

Deputi Operasi
dan Latihan

Peningkatan Operasi Keamanan
dan Keselamatan di Laut

2) Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut

~. -?- -: .~. . -, ~. ..', • . t .~." ~I 'r • ~ - .~-. - - •.;.:.; - ,- i --:,","'1.-. ~~~ ..', , !'1 . -.....{J" '(i. -~lJ.q.:r.t-i r ·'"':)·).f:h-Id .• '''·_; '\~:~'\l"'(' \.;.·I,p).', ....t'\-iur' '-,~:.I~'":;''' I "~" '_,::,_
._~_"fi',:.,~, I •. - ", -. ' .. r ... ' _.. ~. '~"~' _ ... --.~_~ .;' •• -~ ..... ~ • o,:..._ •• '~

,.,.' I "\J'~t'I';"ll' - r _J~~';;J-.~_~
j-~ ....-L~J~ ... .:.....~,__:_ ___:_ .:» ~-.~ .....~ ::\'_...-!_-~ ...-:-!..~-....a...:::-= - ---- -~~ ..... _]!f~~~_~_--- - ------
5734 Penyelenggaraan Manajemen Biro

Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla Umum
Sasaran Keziatan :

01. Terwujudnya Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian, Keuangan, Ketatausahaan,
Kerumahtanggaan, Kehumasan,
Keprotokolan, Arsip dan Dokumentasi yang
Tertib dan Akuntabel
Indikator Kineria :

01.01 Jumlah SDM yang bersertifikat 7
intemasional

01.02 Persentase lulu san diklat dengan nilai 80
minimal baik

01.03 Penerbitan peraturan internal kepegawaian 3
01.04 Penye1esaian dokumen tagihan 2620
01.05 Pelaksanaan transaksi pembayaran 2620
01.06 Penyampaian laporan keuangan tepat 2

waktu
01.07 Persentase pemberitaan positif Bakamla RI 91
01.08 Persentase pelaksanaan kegiatan 90

keprotokoleran Kepala Bakamla RI yang
berjalan Ianear

01.09 Indeks ANRI 95
01.10 Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran 12
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5735.02 Dukungan kesiapan operasi Dir. Ops Udara
udara maritim
BasmaTI KegiatM :

-

01. Dukungan kesiapan operasi udara
maritim
Indikator KineDa :

01.01 Jumlah kegiatan dukungan 14 Keg
kesiapan operasi udara maritim

5735.03 Dukungan Kegiatan Latihan Dir. Latihan
Keamanan dan Keselamatan
Laut
Sasaran Keziatan :

01. Dukungan Latihan keamanan dan
keselamatan lau t
Indikator KineDa :

01.01 Jumlah kegiatan dukungan 5 Keg
kesiapan latihan yang terlaksana

5735.04 Operasi Laut Dalam Negeri Dir. Ops Laut
Sasaran Keziatan :

01. Operasi lau t dalam negeri
Indikator Kilietja :

01.01 Operasi laut dalam negeri 19 HO
01.02 Persentase penurunan kasus 10%

kejahatan laut
01.03 Response time pada gangguan 60 Jam

keamanan dan keselamatan laut

5735.05 Operasi Laut Luar Negeri Dir. Ops Laut
Sasaran Keaiatan ;

01 Operasi laut Luar Negeri
Indikator K:ibe;rja :.

01.01 Operasi laut luar negeri 40ps

5735.06 Operasi Udara Dalam Negeri Dir. Ops Udara
.Sasaran Keziatan :

01 Operasi udara dalam negeri
Indikator Kineria : 171 Jam

01.01 Operasi udara dalam negeri
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5735.07 Operasi Udara Luar Negeri Dir. Ops Udara

Sasaran Keziatan :
01 Operasi udara luar negeri

01.01 Indileator Kinerj a :
Operasi udara luar negeri 40ps

5735.08 Latihan Keamanan dan Dir. Latihan
Keselamatan Laut
Sasaran Kegiatan :

01. Latihan keamanan dan
keselamatan laut

01.01 Indikator Kinerja :
Jumlah personel yang dilatih 261

orang

5736 Penyiapan Kebijakan Keamanan Deputi
dan Keselamatan Laut Kebijakan dan

Strategi
5736.01 Rumusan Rekomendasi Dir. Kebijakan

Kebijakan Keamanan dan
Keselamatan Laut
Sasaran Keziatan :

01. Rumusan Rekomendasi Kebijakan
Keamanan dan Keselamatan Laut
Indikator Kineria :

01.01 Persentase Kebijakan Nasional di 11%
bidang Keamanan dan
Keselamatan Laut di Wilayah
Perairan Indonesia dan Wilayah
Yurisdiksi Indonesia yang
ditetapkarr/ disahkan

5736.02 Rancangan Strategi Keamanan Dir. Strategi
dan Keselamatan
Sasaran Keziatan :

01. Rancangan strategi keamanan dan
keselamatan lau t
Indikator Kineria :

01.01 Persentase jumlah strategi atas 20%
kebijakan di bidang keamanan
dan keselamatan laut di wilayah
perairan Indonesia dan wilayah
yurisdiksi Indonesia yang dapat
ditindaklanjuti oleh pemangku
kepentingan (stakeholders)
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Sasaran Kegiatan :
01. Data dan informasi keamanan

dan keselamatan laut
Indikatbt K:i:b.erja:

01.01 Terjaminnya keberlangsungan 100%
layanan (continuity of service)
jaringan Bakamla RI

01.02 Terselesaikannya ancaman 100%
gangguan keamanan terhadap
system jaringan Bakamla RI

01.03 Terlaksananya layanan jaringan 100%
tertutup bagi mitra Bakamla RI
pengguna aplikasi Sistem
Peringatan Dini

01.04 Rekapitulasi data kerawanan 12 Data
internal dan eksternal keamanan
dan keselamatan di wilayah
perairan Indonesia dan wilayah
yurisdiksi Indonesia

01.05 Jumlah peta kerawanan 12 Peta
keamanan dan keselamatan laut
Indonesia

01.06 Jumlah pengumpulan data dan 12
validasi kerawanan di wilayah
perairain Indonesia dan wilayah
yurisdiksi Indonesia

Dir. Datin5737.01 Data dan Informasi Keamanan
Laut

Deputi
Informasi,
Hukum dan
Kerjasama

5737 Peningkatan Pengelolaan
Informasi, Hukum dan
Kerjasama Keamanan dan
Keselamatan Laut

Persentase jumlah penelitian dan
pengembangan yang dapat
mendukung kebijakan dan strategi
di bidang keamanan dan
keselamatan laut

Sasaran Kegiatan :.
01. Penelitian dan pengembangan

Indikatbr Kinerja :

Dir. Litbang

01.01

5736.03 Penelitian dan Pengembangan
Keamanan dan Keselamatan
Laut
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yang tervalidasi
12

01.07 Jumlah pertukaran informasi 5 Keg
dengan mitra Bakamla RI

01.08 Jumlah fasilitasi Sistem
Peringatan Dini bagi miLra 5 Ins
Bakamla RI dalam rangka
perwujudan pelayanan public
Bakamla RI untuk membangun
SPD
Jumlah analisa bulanan anomaly

5737.02 Advokasi dan Penegakan Hukum Dir. Hukum
Keamanan Laut
Sasaran .Keziatan :

01. Terwujudnya Advokasi dan 53 Keg

Penegakan Hukum Keamanan
Laut
Indikator Kinetia :

01.01 Persentase permohonan
pendampingan, pertimbangan dan 100%

advokasi hukum yang
ditindaklanju ti

01.02 Jumlah penyuluhan dan
sosialisasi hukum 9 Keg

01.03 Persentase penyelesaian
rancangan dan peraturan 50%

perundangan yang mendukung
otoritas Bakamla RI sebagai Coast
Guard Indonesia

5737.03 Kegiatan dan Forum Kerjasama Dir. Kerjasama
Keamanan Laut
SasaranKeziatan :

01. Kegiatan dan forum kerjasama 55 Keg
kamla
Indikator Kine;da :

01.01 Persentase pe1aksanaan kerjasama 100 %

dalam negeri
01.02 Persentase pelaksanaan kerjasama 100%

luar negeri
01.03 Jumlah pembentukan relawan 4 Wil

penjaga laut nusantara

Laporan
01.09
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Rp.442.605.503.000,- [100%]Jumlah

Rp 60.216.558.000,- [13,60%]
Rp 194.626.218.000,- [42,82%]
Rp 187.762.727.000,- [44,26%]

Alokasi anggaran tersebut telah mewadahi kebutuhan dasar dan rutin
perkantoran seperti, pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 dan 14,
operasional perkantoran serta operasional kegiatan Bakamla RI dalam
satu tahun anggaran. Adapun rincian alokasi anggaran Bakamla RI T.A.
2020 sebagai berikut :
a. Per Jenis Belanja

1) Belanja Pegawai (51)
2) Belanja Barang (52)
3) Belanja Modal (53)

4. Anggaran
Alokasi anggaran Bakamla RI T.A. 2020 secara keseluruhan sebesar
Rp. 442.605.503.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Dua MiliarEnam Ratus
Lima Juta Lima Ratus TigaRibu Rupiah), yang terdiri dari 2 program, yaitu
Program Dukungan Manajemen dan Pe1aksanaan Tugas Teknis Lainnya
Bakamla RI dengan anggaran Rp 349.030.830.000,- dan Program
Peningkatan Keamanan dan Kese1amatan di Laut dengan anggaran Rp
93.574.673.000,-.

tiaef ..~;;~:'1!-?UWK~~tan{lDdilia'Ql!~c_.I." rJrargf!1f trail- DelGD. Jilt!
~;?}:. 1imeJ.'ja He~ta'a ,". 2020 r,' 1.'-,- ~- '"~ ~

5737.04 Penanganan Kasus Pelanggaran 100% Kepala UPH
dan Tindak Pidana di Laut
Sasaran Keaiatan :

OL Penanganan kasus pelanggaran 45 Kasus
dan tindak pidana di lau t
Indikator Kiner]a :

OLOI Persentase penyerahan kasus ke 100 %
stakeholder penyidik

5737.05 Pengelolaan Informasi KPIML
Marabahaya Laut
Sasaran Keziatan :

OL Pengelolaan Informasi Marabahaya
Laut 12 Keg
Indikator. KinerJ_a.:

OLOI Relay time pada gangguan 300
keamanan dan keselamatan lau t Menit
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2) Program Peningkatan Keamanan dan Kese1amatan di Laut
(119.01.06) sebesar Rp 93.574.673.000,- dengan rincian anggaran
per kegiatan sebagai berikut :
5735 Peningkatan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut,

sebesar Rp 80,574,673,000,-

Penganggaran, Evaluasi Kinerja Serta Manajemen
Organisasi, sebesar Rp 2,303,707,000,-

3969 Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Bakamla, sebesar Rp. 877,905,000,-

5734 Penyelenggaraan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis
Kamla, sebesar Rp 144,806,096,000,-

danPerencanaanAdministrasi3968 Penyelenggaraan

d. Per Program dan Kegiatan
1) Program Dukungan Manajemen dan Pe1aksanaan Tugas Teknis

Lainnya Bakamla (119.01.01) sebesar Rp 372.154.708.000,­
dengan rincian anggaran per kegiatan sebagai berikut :
3967 Peningkatan atau Pengadaan Material, Sarana Prasarana

dan Manajemen BMN Bakamla, sebesar
Rp 202.821.134.000,-

c. Per Kegiatan Prioritas Nasional dan Non Prioritas Nasional
1)Prioritas Nasional Rp 167.557.396.000,- [37,85%]

Rp 275.048.107.000,- [62,14%]
Rp 442.605.503.000,- [100%]

2) Non Prioritas Nasional
Jumlah

Jumlah (1 + 2) : Rp 442.605.503.000,- [100%]

2) Belanja Non Operasional Rp 343.054.842.000,- [77,50%]

" Bel. Barang Non Ops Rp 122.404.815.000,- [27,65%]

" Bel. Modal Non Ops Rp 187.762.727.000,- [42,42%]

" Operasional Tusi (005) Rp 32.887.300.000,- [7,43%]

Rp 60.216.558.000,- [13,60%]
Rp 39.334.103.000,- [8,88%]

" Gajij Tunjangan (001)
" Operasional Kantor (002)

b. Per Jenis Belanja Operasional dan NonOperasional
1)Be1anjaOperasional Rp 99.550.661.000,- [22,49%]
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5. Rincian per Program dan Kegiatan serta Alokasi Anggaran
Rekapitulasi rmcian anggaran Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia Republik Indonesia TA 2020 per program dan kegiatan serta
jenis belanja, tercantum dalam lampiran I-III.

5735.001 Dukungan Kesiapan Operasi Keamanan dan
Keselamatan Laut

5735.002 Dukungan Kesiapan Operasi Udara Maritim
5735.003 Dukungan Kesiapan Latihan Keamanan dan

Keselamatan Laut
5735.004 Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut

Dalam Negeri
5735.005 Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Luar

Negeri
5735.006 Operasi Udara
5735.007 Operasi Udara Bersama Terkoordinasi Bilateral
5735.008 Latihan Keamanan dan Keselamatan Laut

5736 Penyiapan Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut,
sebesar Rp 3.300.000.000,-
5736.001 Rumusan Rekomendasi Kebijakan Keamanan

dan Keselamatan Laut
5736.002 Rancangan Strategi Keamanan dan Keselamatan

Laut
5736.003 Penelitian dan Pengernbangan Kamla

5737 Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum dan Kerjasama
Keamanan dan Keselamatan Laut, sebesar
Rp 9.700.000.000,-
5737.001 Data dan Informasi Kamla
5737.002 Advokasi dan Penegakan Hukum Kamla
5737.003 Kegiatan dan Forum Kerjasama Kamla
5737.004 Penanganan Kasus Pelanggaran dan Tindak

Pidana di Laut
5737.005 Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut
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Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran di
seluruh unit kerja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pada hakekatnya perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan merupakan
langkah awal yang harus ditempuh sebelum melaksanakan suatu
kegiatan program, agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai
dengan tujuan dan harapan yang ditetapkan. Program dan anggaran
Badan Keamanan Laut disusun secara selektif dan dilaksanakan secara
realistis melalui penyesuaian yang secara komprehensif dan proporsional
terhadap perkembangan dinamika lingkungan strategis yang telah
mempertimbangkan prediksi ancaman dan peluang, dengan tetap
mengacu pada prioritas dan urgensi dalam pencapaian sasaran
pembangunan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

2. Perencanaan

Pada prinsipnya pengelolaan program dan anggaran mencakup seluruh
fungsi manajemen meliputi perencanaan program dan anggaran, alokasi
anggaran, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan serta evakuasi dan
rekomendasi yang diselenggarakan secara fungsional oleh unit kerja pada
semua tingkatan di seluruh jajaran Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).Pengelolaan program dan anggaran ditata dan
diatur sedemikian rupa guna menjamin efektivitas dan efisiensi dalam
usaha pencapaian sasaran yang diharapkan dengan berjalannya kelima
fungsi manajemen tersebut secara baik dan tepat, sehingga segenap
upaya pembinaanj pembangunan akan tercapai secara optimal.

1. Umum

BABIV
PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
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a. Penyusunan program dan anggaran T.A. 2020 harus berpedoman
pada Raneangan Reneana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024, Raneangan Renstra Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia 2020-2024, Reneana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun 2020 dan Reneana Kerja Badan Keamanan Laut T.A. 2020;

b. Berpedoman pada harga dan satuan indeks dalam bentuk Standar
Biaya masukan dan keluaran, baik yang bersifat umum maupun
khusus (SBU/ SBK)sesuai ketentuan yang berlaku;

e. Transparansi dan akuntabilitas publik harus diperhatikan, sekeeil
apapun anggaran yang dibelanjakan harus dapat
dipertanggungjawabkan;

d. Penjabaran program dan anggaran sampai ke tingkat terendah harus
tetap memperhatikan adanya sinkronisasi program dan kegiatan,
terkoordinasi, aplikatif dan realistis serta berpegang teguh pada
prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku;

e. Menghindari adanya duplikasi kegiatan dan alokasi anggaran serta
untuk kegiatan administrasi harus mendukung kegiatan pokok;

f. Waspadai kegiatan yang harus dikapitalisasikan sebagai aset, wajib
dilaksanakan peneatatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam
SIMAKBMN;

g. Penyusunan reneana kegiatan dilaksanakan seeara eermat, teliti,
terpadu dan terkoordinasi dengan mekanisme pengajuan reneana
kegiatan seeara garis besar sebagai berikut:
1) Reneana kegiatan (Rengiat) yang meliputi dokumen KAK/TOR

dan RAB disusun oleh setiap pejabat Eselon II (Kepala Unit
Kerja) selaku Laksgiat, kemudian diajukan kepada pejabat
Eselon I (Sestama/Deputi) selaku Wasgiat dengan tembusan ke
Inspektorat, dan Biro Pereneanaan dan Organisasi dengan
tujuan untuk mendapatkan persetujuan. Rengiat merupakan
penjabaran reneana penggunaan anggaran untuk pelaksanaan
kegiatan pada tahun anggaran berikutnya (t+1) yang disusun
pada tahun anggaran berjalan (t+O) dengan tujuan agar
mempermudah proses pengawasan dan pengendaliannya.

2) Asistensi reneana kegiatan yang telah disusun oleh Kepala Unit
Kerja dilaksanakan oleh Tim Asistensi yang melibatkan seluruh
kewasgiatan dan bintek, yang meneakup kelengkapan
administrasi, validitas, tingkat prioritasnya, spektek dan
standar biaya.
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3. Pengorganisasian
Tingkatan dalam pengorganisasian program dan anggaran di lingkungan
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia diselenggarakan dalam

f) Pengaturan penggunaan kendaraan dinas hanya untuk
kepentingan kedinasan.

2) Melakukan penghematan terhadap anggaran belanja barang dan
belanja pegawai dengan cara:
a) Membatasi perjalanan dinas;
b) Membatasi kegiatan rapat di luar kantor dengan

memaksimalkan penggunaan ruang rapat kantor; dan,
c) Mendayagunakan fasilitas kantor atau memanfaatkan

fasilitas kantor instansi lain.
3) Untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan

kedaulatan pangan, agar menyajikan menu makanan
tradisional yang sehat dan atau buah-buahan produksi dalam
negeri pada setiap penyelenggaraan pertemuan/ rapat.

dengansesuaiteleponpenggunaanc) Penghematan
kebutuhan;

d) Penghematan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan;
e) Penghematan penggunaan atk dan sediaan sesuai dengan

kebutuhan; dan

3) Rengiat yang telah diasistensi dan disetujui oleh Wasgiat akan
dijadikan dasar sebagai bahan penyusunan RKA-K/LBakamla
RI.

h. Berdasarkan instruksi pemerintah yang berkaitan dengan
penghematan sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANdan RB)Nomor 10 Tahun
2014 tanggal 4 November 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan
Efisiensi Kerja Aparatur Negara, di mana beberapa penekanan
penting adalah sebagai berikut:
1) Melaksanakan penghematan terhadap penggunaan sarpras

kerja di lingkungan instansi masing-masing melalui:
a) Penghematan penggunaan listrik dan tata ruang;
b) Penghematan penggunaan pendingin ruangan dengan

mengatur suhu pendingin ruangan pada suhu paling
rendah 24 derajat celcius;
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4. Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran
DIPA pada dasarnya merupakan dokumen pelimpahan wewenang
otorisasi sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di lingkungan
pemerintahan yang diterima oleh Kepala Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia selaku Pengguna Anggaran (PA). Dalam pelaksanaan
pengelolaan anggaran belanja di lingkungan Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia TA 2020 mengacu pada ketentuan yang telah
ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

b. Organisasi di Tingkat Eselon I dan II
Pada tingkat eselon I dan II sebagai pengemban pelaksana fungsi
program dan kegiatan, masing-masing dilaksanakan sesuai fungsi
sebagai Wasfung untuk pejabat eselon I dan sebagai Kauker bagi
pejabat eselon II menurut jenis program dan kegiatannya
sebagaimana tercantum dalam dokumen program dan anggaran
(RKA-KjL)di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

organisasi secara berjenjang berdasarkan tingkat fungsi, tingkat eselon I
dan eselon II dengan pembagian sebagai berikut:
a. Organisasi di Tingkat Fungsi

Tingkat kementerian atau tingkat fungsi yaitu Bakamla RI dalam arti
luas sebagai pengemban fungsi utama pemerintahan di bidang
keamanan dan keselamatan laut. Organisasi pengelolaan program
dan anggaran pada tingkat fungsi terdiri dari:
1) Penanggung jawab dijabat oleh Kepala Badan Keamanan Laut

Republik Indonesia selaku Kepala Fungsi (Kafung);
2) Pengendali dijabat oleh Sekretaris Utama dan Kepala Biro

Perencanaan dan Organisasi selaku Pengendali Fungsi
(Dalfung);

3) Pengawas dijabat oleh pejabat eselon I di lingkungan Badan
Keamanan Laut sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku
Pengawas Fungsi (Wasfung);dan

4) Pelaksana disebut Kepala Unit Kerja (Kauker) dijabat oleh
pejabat eselon II di lingkungan Badan Keamanan Laut sesuai
tugas pokok dan fungsinya.
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b.. Pembiayaan/ Penyaluran Dana dan Pembayaran
1) Penyaluran danaj penyediaan dana dilaksanakan sesuai

peraturan yang berlaku tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2) Dasar Penyaluran Dana:
a) Alokasi anggaran dan otorisasi dalam DIPA (termasuk

revisinya);
b) Tersedianya dana; dan
c) Skala prioritas.

(1) Prioritas Penyaluran Dana. Dana disalurkan dengan
urutan prioritas sebagai berikut:
(a) Pemenuhan hak-hak anggota;
(b) Kegiatan pendidikan, operasi dan latihan; dan
(c) Kegiatan-kegiatan prioritas lainnya.

(2) Penyaluran dana atas permintaan diberlakukan untuk:

a. Otorisasi Anggaran
1) Otorisasi adalah suatu bentuk perwujudan kewenangan yang

diberikan kepada pejabat tertentu dalam rangka penguru'san
keuangan negara untuk mengambil tindakan yang berakibat
pengeluaran dan atau penerimaan bagi negara. Pejabat yang
mempunyai hak dan wewenangj otorisasi atau hak menguasai,
untuk mengambil tindakan-tindakan yang berakibat
pengeluaran dan atau penerimaan bagi negara disebut dengan
Otorisator.

2) Otorisator pada dasarnya merupakan Pengguna Anggaran (PA),
yaitu Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia selaku
pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran.
Sebagai Pengguna Anggaran (PA) di lingkungan Badan
Keamanan Laut Republik Indonesia, Kepala Badan Keamanan
Laut Republik Indonesia dapat melimpahkan
wewenangj otorisasi kepada pejabat eselon I yang ditunjuk.
Dengan demikian pejabat eselon I yang menerima pelimpahan
wewenangj otorisasi dari Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia, merupakan Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA), dalam hal ini Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia.
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Permintaan dana;
Penyaluran dana; dan
Pengeluaran danaj pembayaran.

c) Penyaluran dana atas permintaan. Khusus anggaran
belanja barang yang pe1aksanaannya disamakan dengan
anggaran be1anja modal, tahap proses pengendalian dana
melalui prosedur sebagai berikut:
(1) Pengajuan rencana pembiayaan (Renbia);
(2) Laporan termin pembayaran;
(3) Laporan situasi dana;
(4)
(5)
(6)

3) Prosedur Penyaluran Dana
Penyaluran dana dilaksanakan dengan prosedur, sebagai
berikut:
a) Penyaluran dana otomatis, dilaksanakan untuk anggaran

belanja pegawai untuk hak-hak anggota khususnya
gajijtunjangan dan uang makan organik T.A. 2020
pelaksanaannya dilaksanakan oleh KPPN;

b) Penyaluran dana tidak otomatis, dilaksanakan apabila
sudah ada otorisasi dan tersedianya dana dalam DIPA,
dengan prosedur unit kerja mengajukan permintaan dana
kepada PPK, selanjutnya PPK mengajukan permintaan
dana kepada Bendahara;

(a) Anggaran belanja barang operasional yang
dikontrakkan, pelaksanaannya disamakan dengan
anggaran belanja barang non operasional dan
modal; dan

(b) Anggaran belanja barang non operasional dan
modal, disalurkan dengan kebutuhan nyata di
lapangan.

(c) Penyaluran dana atas permintaan, disalurkan
setelah laporan anggaran belanja modaljlaporan
kemajuan fisik (Lapjusik) secara berjenjang telah
diterima oleh Bakamla RI dan atau dilaksanakan
pada saat menjelang jatuh tempo pembayaran
sesuai dengan termin pembayaran kontrak­
kontrak yang sudah berjalan.
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c. Pejabat Perbendaharaan Negara
Dalam pelaksanaan anggaran belanja negara, pengorgamsasian
Pejabat Perbendaharaan Negara di lingkungan Badan Keamanan
Laut Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
1) Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran yang selanjutnya

disingkat PA adalah Kepala Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia yang mempunyai kewenangan atas penggunaan
anggaran di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia.

2) Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia selaku PA
bertanggung jawab secara formal dan materiil kepada Presiden
atas pelaksanaan kebijakan anggaran Kementerian
NegarajLembaga yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan. Tanggung jawab formal
merupakan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan KjL
yang dipimpinnya. Tanggung jawab materiil merupakan
tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan hasil yang
dicapai atas beban anggaran negara.

3) Pengguna Anggaran (PA)dalam hal ini Kepala Badan Keamanan
Laut Republik Indonesia, berwenang menunjuk dan
menetapkan Kepala Satuan Kerja yang me1aksanakan kegiatan
Kementerian Negaraj Lembaga sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dan menetapkan Pejabat Perbendaharaan
Negara lainnya; me1iputi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dan
Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM).

4) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran di lingkungan Badan Keamanan Laut

d) Selain prosedur pendanaan seperti tersebut di atas,
penyaluran dana anggaran belanja modal sangat
ditentukan oleh laporan kemajuan fisik (Lapjusik) yang
ditunjukkan dengan dokurnen Berita Acara Kemajuan
Pckcrjaan (BAKP). Kctcrlambatan pcmbuatan dan
pengiriman lapjusik dari pelaksana kegiatan secara
berjenjang ke atas akan mengakibatkan keterlambatan
penyaluran dana.
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pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
d) Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana

pencairan dana;
e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

anggaran Belanja Negara;
f) Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran

atas beban anggaran negara;
g) Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian

pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
h) Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
i) Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan.
6) Kewenangan PA untuk menetapkan Pejabat Perbendaharaan

Negara sebagaimana dimaksud pada poin 3), dapat dilimpahkan
kepada KPA.

7) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabatj'pegawai yang
memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat
Perbendaharan Negara, dimungkinkan perangkapan fungsi
Pejabat Perbendaharaan Negara dengan memperhatikan
pelaksanaan prinsip saling uji (check and balance).

8) Perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 6),
dapat dilaksanakan melalui perangkapan jabatan KPA sebagai
PPKatau PPSPM.

9) Mekanisme penunjukan Pejabat Perbendaharaan Negara di
lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia diatur

dalamterlibatyangpanitia/ pejabatc) Menetapkan

Republik Indonesia. Penunjukan KPA oleh PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran di lingkungan Bakamla RI bersifat ex­
officio dan tidak terikat periode tahun anggaran, dalam hal tidak
terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai KPA pada
saat pergantian periode tahun anggaran, penunjukan KPA
tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku.

5) KPAmemiliki tugas dan wewenang:
a) Menyusun DIPA;
b) Menetapkan PPKdan PPSPM;
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lebih lanjut oleh Kepala Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia selaku PA.

10) Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PAjKPAuntuk
mengambil keputusan danj atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) penetapan PPK di lingkungan Badan Keamanan Laut

Republik Indonesia sesuai usulan dari KPAdan ditetapkan
oleh PA.

b) PPK tidak dapat merangkap sebagai PPSPM danj atau
Bendahara.

11) Penetapan PPKtidak terikat periode tahun anggaran dan dapat
ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang PPK. Dalam hal tidak
terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPK pada
saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan PPKtahun
anggaran yang lalu masih tetap berlaku.

12) PPKmemiliki tugas dan wewenang:
a) Menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana

pencairan dana;
b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barangj Jasa;
c) Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian

dengan Penyedia Barangj Jasa;
d) Melaksanakan Kegiatan swakelola;
e) Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang

dilakukannya;
f) Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
g) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak

tagih kepada negara;.
h) Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain

yang dipersamakan dengan SPP;
i) Melaporkan pelaksanaanjpenyelesaian Kegiatan kepada

KPA;
j) Menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA dengan Berita

Acara Penyerahan;
k) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan Kegiatan; dan
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1) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan
dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran Belanja Negara.

13) PPKbertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang
timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada
negara.

14) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, yang
selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas
permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran
(SPM).

15) Penetapan PPSPM di lingkungan Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia sesuai usulan dari KPAdan ditetapkan oleh
PA, PPSPM tidak boleh dirangkap oleh PPK dan/ atau
Bendahara. Penetapan PPSPM tidak terikat periode tahun
anggaran dan ditetapkan 1 (satu) orang PPSPM.Dalam hal tidak
terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPSPM
pada saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan
PPSPMtahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku.

16) PPSPMmemiliki tugas dan wewenang:
a) Menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang

dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
b) Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi

persyaratan untuk dibayarkan;
c) Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah

disediakan;
d) Menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan

dengan SPM;
e) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak

tagih;
f) Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah

pembayaran kepada KPA;dan
g) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan

dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
17) PPSPMbertanggung jawab terhadap:

a) Kebenaran administrasi;
b) Kelengkapan administrasi; dan
c) Keabsahan administrasi
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sementara, PAjKPAmenetapkan pejabat pengganti sebagai
Bendahara Pengeluaran;

h) Bendahara Pengeluaran yang dipindahtugaskanj
pensiunjdiberhentikan dari jabatannyajberhalangan
sementara sebagaimana dimaksud pada poin g) harus
menyelesaikan seluruh administrasi keuangan yang
menjadi tanggung jawabnya pada saat menjadi Bendahara
Pengeluaran; dan

i) KPA menyampaikan keputusan pengangkatan dan
specimen tanda tangan Bendahara Pengeluaran kepada
PPKdan PPSPM.

19) Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
a) Menerima dan menyimpan uang persediaan;
b) Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan

melalui uang persediaan;
c) Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang

persediaan berdasarkan perintah kpa;

jabatannyaj berhalangandaripensiunj diberhentikan

18) Bendahara Pengeluaran, yang selanjutnya disingkat BP adalah
pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN
pada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
a) Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

mengangkat Bendahara Pengeluaran DIPA petikan Satker
Pusat, dhi Kabag Keuangan, Bakamla RI;

b) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada poin a) dilaksanakan atas usulan KPA;

c) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada poin b) ditetapkan dengan keputusan;

d) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran tidak terikat periode
tahun anggaran;

e) Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA,
PPKatau PPSPM.

f) Dalam hal tidak terdapat pergantian Bendahara
Pengeluaran, penetapan Bendahara Pengeluaran tahun
anggaran yang lalu masih tetap berlaku;

g) Dalam hal Bendahara Pengeluaran dipindahtugaskanj
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d. Perubahan Sasaran/Revisi DIPA
1) Pada dasarnya perubahan sasaranjrevisi DIPA tidak

diperbolehkan, kecua1i memang sangat mendesak dan
mempunyai dasar yang kuat serta bisa dipertanggungjawabkan.
Sehubungan hal tersebut, dengan tujuan untuk menghindari
terhambatnya atau terhentinya kegiatan atau untuk
menghindari suatu resiko sosia1, po1itik dan lain sebagainya,
pergeseran program dan anggaranjperubahan sasaranjrevisi
DIPA dapat di1aksanakan dengan mengacu pada Peraturan

d) Meno1ak perintah pembayaran apabila tagihan tidak
memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

e) Melakukan pemotonganjpemungutan dari pembayaran
yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;

f) Menyetorkan pemotonganjpemungutan kewajiban kepada
negara ke rek. Kas umum negara;

g) Menatausahakan transaksi uang persediaan;
h) Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
i) Mengelolarekening tempat penyimpanan uang persediaan;
j) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara

kepada bpk dan kuasa bun; dan
k) Menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.
1) Bendahara penge1uaran bertanggung jawab secara pribadi

atas uangj surat berharga yang berada da1am
pengelolaannya dan secara fungsiona1 atas pengelolaan
uangj surat berharga yang menjadi. tanggung jawabnya
kepada kuasa BUN.

20) Bendahara Penge1uaran Pembantu yang se1anjutnya disingkat
BPP ada1ah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara
Penge1uaran untuk me1aksanakan pembayaran kepada yang
berhak guna kelancaran pe1aksanaan kegiatan tertentu dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan

anggaran, Kepala Badan Keamanan Laut Repub1ik
Indonesia dengan keputusan dapat menunjuk beberapa
BPP sesuai kebutuhan; dan

b) Penunjukan BPP sebagaimana dimaksud pada poin a)
dapat dide1egasikankepada KPA.
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mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat
Revisi anggaran yang mengakibatkan pergeseran

prioritas,
ditunda.

Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2019 tentang Tata Cara
RevisiAnggaran Tahun Anggaran 2019 dan perubahannya.

2) Ruang lingkup revisi anggaran meliputi perubahan rincian
anggaran yang terdiri atas:
a) Perubahan rineian anggaran yang disebabkan penambahan

atau pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran
rineian anggarannya. Perubahan yang dimaksud ini terjadi
pada alokasi anggaran Kementeriau/ Lembaga sebagai
akibat dari adanya beberapa hal misalnya lanjutan
pelaksanaan kegiatan dalam rangka penerusan pinjarnan,
pereepatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penerusan
pmjaman, perubahan pagu anggaran dalam rangka
penyesuaian kurs.

b) Perubahan atau pergeseran rineian anggaran dalam hal
pagu anggaran tetap sebagai akibat dari adanya hal-hal;
hasil optimalisasi dari sisa anggaran satu kontrak sebesar
sampai dengan 10% dari pagu anggaran, sisa anggaran
swakelola, kekurangan biaya operasional, perubahan
prioritas penggunaan anggaran, perubahan kebijakan
pemerintah, dan atau keadaan kahar /force majeur.

e) Perubahan atau ralat karena kesalahan administrasi
meliputi ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi
sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sarna, ralat
kode KPPNbaik dalam 1 wilayah kerja Kanwil yang sarna
maupun dalam wilayah kerja Kanwil yang berbeda,
perubahan nomenklatur, ralat kode Satker, ralat
pencantuman volume keluararr/ output dalam DIPA, dan
atau perubahan pejabat perbendaharaan.

d) Perubahan atas APBNTahun Anggaran 2020.
e) Instruksi Presiden mengenai penghematan anggaran; dan

atau,
f) Kebijakan prioritas pemerintah yang telah ditetapkan

lainnya.
3) Pada prinsipnya revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang

tidak mengurangi volume keluararr/ output yang telah ditetapkan
dalam DIPA dan digunakan untuk hal-hal yang bersifat
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anggaran antar kegiatan harus dilengkapi Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)yang ditandatangani oleh KPA.

4) Dalam hal terdapat perubahan prioritas penggunaan anggaran,
perubahan kebijakan pemerintah atau keadaan kahar yang
mengakibatkan volume keluararr/ output dalam DIPAberkurang,
usul pengurangan volume keluaranj output diatur dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) Dalam hal volume keluaran yang berkurang merupakan

volume keluaran dari kegiatan prioritas nasional, usul
pengurangan volume keluaran disampaikan kepada PA.

b) Dalam hal volume keluaran yang berkurang selain
merupakan volume keluaran dari kegiatan prioritas Badan
Keamanan Laut Republik Indonesia, usul pengurangan
volume keluaran disampaikan kepada Pejabat Eselon I
sebagai penanggung jawab Program.

5) Revisi anggaran yang mengakibatkan pergeseran antar program
harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR-RI.

6) Revisi anggaran yang mengakibatkan pergeseran antar volume
keluaran dan antar kegiatan memerlukan persetujuan dari
Kementerian Keuangan.

7) Revisi anggaran yang menjadi kewenangan KPA merupakan
revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, meliputi:
a) Pergeseran dalam 1 keluaranj output, 1 kegiatan dan

1 satker; dan
b) Pergeseran antar keluaranj output, 1 kegiatan dan 1 satker.

8) Batas akhir penerimaan usul revisi anggaranjrevisi DIPA
ditetapkan sebagai berikut:
a) Tanggal 4 Oktober 2020, untuk revisi anggaran Direktorat

Jenderal Anggaran; dan
b) Tanggal 25 Oktober 2020 untuk revisi anggaran pada

Kantor PusatjKantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, baik dengan perubahan RKA-KjL
maupun tanpa perubahan RKA-KjL.

9) Revisi DIPA diajukan secara berjenjang kepada PAjKPA u.p.
Karo Perencanaan dan Organisasi untuk diproses sesuai
ketentuan yang berlaku.
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5. Pengendalian dan Pengawasan
a. Pengendalian.

Pengendalian merupakan fungsi manajemen untuk mengarahkan
dan memotivasi seluruh kegiatan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan program dan anggaran sampai dengan pelaporannya,
sehingga kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan
pengendalian program dan anggaran, an tara lain sebagai berikut:
1) Untuk mencapai penyelenggaraan program dan anggaran dan

atau laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan
akuntabel, seluruh pimpinan Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia di segala tingkatan wajib melakukan pengendalian
atas penyelenggaraan kegiatan Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP). Dalam hal ini, Inspektorat sebagai APIP
bertindak sebagai leading sector dengan melaksanakan fungsi
consulting and assurance terhadap kualitas pencapaian kinerja.

2) Seluruh pimpinan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia di
segala tingkatan wajib menciptakan dan memelihara lingkungan
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif
untuk penerapan SPIP di lingkungan Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia, melalui:
a) Penegakan integritas dan nilai etika;
b) Komitmen terhadap kompetensi;
c) Kepemimpinan yang kondusif;
d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan

kebutuhan;
e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

pembinaan sumber daya manusia;
g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern badan

keamanan laut Republik Indonesia yang efektif; dan
h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah

yang terkait.
3) Seluruh pimpinan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia di

segala tingkatan bertanggung jawab atas efektivitas
penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing.
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4) Untuk memperkuat dan menunjang SPIP yang dimaksud,
dilakukan:
a) Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang dilakukan
oleh aparat pengawasan intern Badan Kearnanan Laut
Republik Indonesia, yaitu Inspektorat (APIP);dan

b) Pembinaan penyelenggaraan SPIP.
5) Pejabat yang secara fungsional menjabat pengendalian

program/kegiatan (Dalgiat) pada tingkat unit kerja (eselon II),
mengoordinasikan kegiatannya kepada para pengawas kegiatan
(Wasgiat), untuk dapat mengambil langkah-langkah tindak
koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan, meneliti dan
menganalisa laporan program dan anggaran.

6) Sarana yang diperlukan dalam pengendalian program dan
anggaran, antara lain:
a) Dokumen perencanaan telah ditetapkan dalam SPP

Pertahanan Negara, antara lain Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),
DIPA,Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran (PPPA),
Program Kerja (Progja), Rencana Pelaksanaan Kegiatan
(Renlakgiat) dan rencana penarikan dana (disbursment
plan) dari masing-masing fungsi pelaksana;

b) Dokumen otorisasi, dan dokumen penyaluran dana SPP,
SPMdan SP2D;

c) Laporan yang meliputi laporan kemajuan (progress report)
fisik serta laporan yang terkait dengan anggaran dan
keuangan, untuk selanjutnya pad a akhir kegiatan
diadakan evaluasi; dan

d) Ketentuan peraturan perundang-undangan.
7) Pengendalian dilaksanakan secara pasif (melalui penelitian

administrasi) maupun aktif (melalui penmjauan fisik di
lapangan), dengan sasaran:
a) Terwujudnya kesinambungan kegiatan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan;
b) Terselenggaranya kegiatan seluruh fungsi secara terpadu

dan serasi guna tercapainya seluruh sasaran; dan
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b) Prinsip-prinsip.
(1) Mengutamakan preventif di atas represif, berarti

sistem pengendalian intern diutamakan dan
diusahakan tindakan yang bersifat pencegahan
daripada penindakan setelah terjadi penyimpangan;

(2) Peran serta, berarti sistem pengendalian intern
mengikutsertakan semua pihak untuk bertanggung
jawab dan berdisiplin terhadap pelaksanaan undang­
undang, peraturan, instruksi serta ketentuan yang
berlaku;

(3) Keadilan, berarti setiap tindakan danj atau pemberian
sanksi hukum harus didasarkan pada obyektivitas,
kecermatan, ketelitian dan kebenaran agar tercapai
kepastian hukum sehingga dapat menjamin rasa aman

c) Tercapainya keseimbangan antara pelaksanaan kegiatan
dengan penyaluran anggaran maupun dukungan dana
sesuai pentahapannya.

8) Pengendalian dilaksanakan menggunakan metode, prinsip dan
asas, sebagai berikut:
a) Metode.

(1) Pengarahan, meliputi kegiatan memberikan arahan
dalam perencanaan program dan anggaran serta
pembiayaan agar mengacu pada pendekatan anggaran
terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka
pengeluaran jangka menengah;

(2) Pemantauan, meliputi kegiatan mempelajari, menelaah
dan menganalisis serta mengambil kesimpulan dari
semua aspek dan permasalahan dalam pelaksanaan;

(3) Kunjungan staf, untuk memperoleh gambaran
pelaksanaan dari suatu proses perencanaan serta
informasi lain yang tidak dapat dilaporkan tertulis
sehingga perlu dilakukan peninjauan lapangan yang
dilakukan oleh staf perencana; dan

(4) Analisa dan evaluasi, untuk memberikan masukan
dalam rangka menetapkan, memperhitungkan dan
menyempurnakan pelaksanaan program dan anggaran
pada tahap selanjutnya.
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9) Pengendalian Pembayaran. PPSPM dan Bendahara sebelum
membayar terlebih dahulu harus mengadakan pengujian atas
kebenaran dokumen tagihan.
a) Setiap dokumen tagihan harus memenuhi persyaratan:

(1) Wetmatigheid merupakan salah satu syarat sahnya
suatu tagiharr/pembayaran yang mempunyai dasar
hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

c) Asas-asas
(1) Manfaat, yaitu pelaksanaan sistem pengendalian

intern harus dapat bermanfaat untuk kelancaran
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

(2) Transparan, yaitu sistem pengendalian intern
dilaksanakan secara transparan terhadap seluruh
kegiatan dengan melibatkan semua bagian mulai dari
perencanaan, pengorgamsasian, pelaksanaan,
pengendalian dan pengawasan;

(3) Efektif, yaitu sistem pengendalian intern dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan
dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;

(4) Efisien, yaitu sistem pengendalian intern dilaksanakan
dengan menggunakan daya dan dana yang sesuai
untuk mencapai sasaran yang diharapkan; dan,

(5) Akuntabel, pelaksanaan sistem pengendalian intern
harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam
pengelolaan keuangan negara.

agar
dalam

dalam

dan mencegah adanya tindakan sewenang-wenang;
dan,
Membimbing dan mendidik, berarti
melaksanakan sistem pengendalian intern
bersifat membimbing serta memberi petunjuk
mengambil tindakan bersifat mendidik.

(4)

TERBATAS



50

b. Pengawasan
Pengawasan dilakukan guna menjamin pencapaian sasaran program
dan anggaran secara efektif dan efisien. Hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan, sebagai berikut:
1) Pada dasarnya pengawasan merupakan fungsi komando dari

setiap atasan.
2) Setiap atasan wajib melaksanakan pengawasan melekat.
3) Pengawasan program, kegiatan dan anggaran dilakukan oleh

pejabat fungsional sesuai bidangnya, dengan cara memberikan
bimbingan teknis atas pelaksanaan program, kegiatan dan
anggaran, mengawasi ke1ancaran pelaksanaannya agar
keluararr/ output tercapai sesuai perencanaan baik kuantitas
maupun kualitas serta mengambil langkah-langkah koreksi

(2) Rechtmatigheid merupakan salah satu syarat sahnya
suatu tagihan Zpembayaran yang menyatakan bahwa
hak atas tagihan telah dibuktikan dan kewajiban telah
dilaksanakan oleh yang berhak atas tagihan tersebut
sesuai batas wewenang dan hak yang diperoleh;

(3) Doelmatigheid merupakan salah satu syarat sahnya
suatu tagihan/pembayaran yaitu sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam program
yang telah ditetapkan sebelumnya; dan

(4) CijJermatigheid merupakan salah satu syarat sahnya
suatu tagihan Zpembayaran yang sesuai dengan
angka-angka baik dari segi "Aritmatic" (kali, bagi,
tambah, kurang dan jumlah) ataupun pembebanan
kode akun yang benar.

b) Dokumen Tagihan (Doktag) yang tidak memenuhi syarat,
tidak dapat dibayarkan dan Bendahara wajib
memberitahukan kepada pihak terkait untuk melengkapi.
Pembayaran dapat dilaksanakan setelah syarat
kelengkapan dipenuhi.

c) Kewenangan PPSPM dan Bendahara dalam hal pengujian
terkait syarat sahnya suatu dokumen tagihan terhadap
kesesuaian dengan tujuan dan sasaran pada program yang
telah direncanakan, sebatas pada aspek administrasi,
untuk fisik tetap menjadi tanggung jawab PPK.
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menganalisa setiap laporan kemajuan administrasi dan fisiko
4) Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia,
melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi di
lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sesuai
kewenangannya, yang dibiayai dengan APBN.

5) Pengawasan dan pemeriksaaan oleh Inspektorat dilaksanakan
secara intensif dan obyektif sesuai kondisi riil di lapangan,
dengan menggunakan pendekatan pada peraturan perundang­
undangan yang berlaku secara konsisten dan bertanggung
jawab.

6) Inspektorat bertugas melaksanakan pengawasan internal serta
kegiatan tertentu (atas perintah pemimpin) di lingkungan Badan
Keamanan Laut Republik Indonesia sesuai batas
kewenangannya, dengan cara:
a) Melaksanakan review atas penyusunan RKA-K/L maupun

perubahan atau revisi anggaran DIPA dan pengelolaan
keuangan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap
laporan keuangan Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia sebelum disahkan oleh Kepala Badan Keamanan
Laut Republik Indonesia. Review atas laporan keuangan
dilaksanakan dua kali dalam satu tahun anggaran
berjalan, yaitu terhadap laporan keuangan semester I dan
laporan keuangan akhir tahun anggaran;

b) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik)
terhadap kinerja dan perbendaharaan di seluruh satuan
kerja di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia (sesuai batas kewenangannya) sesuai dengan
program kerja dan!anggaran yang ditetapkan;

c) Melaksanakan pengamatan darr/ atau pemantauan atas
pelaksanaan danz atau kemajuan suatu program/kegiatan
sepanjang tahun anggaran serta tindak lanjut hasil wasrik
(baik internal maupun eksternal); dan

d) Melaksanakan pengawasan lainnya, antara lain berupa: uji
petik, pemutakhiran data, kunjungan kerja, evaluasi,

danmenelitipenyimpangan -penyimpangan,terhadap
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6. Lain-lain
a. Pengadaan Barang/Jasa.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia, an tara lain sebagai berikut:
1) Pengadaan barang/ jasa dilaksanakan mengacu kepada

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Uasa Pemerintah dan ketentuan-ketentuan lain yang
masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan
Presiden tersebut.

2) Pengguna Anggaran (PA)adalah Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan penggunaan
anggaran pada Bagian Anggaran Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia.

3) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada
Bagian Anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

4) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan
dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara. Dalam hal ini PPK juga
bertindak sebagai Kepala Pelaksana Kegiatan (Kalakgiat).

5) Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat
fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan
Langsung, Penunjukan Langsung, dan/ atau E-purchasing.

6) Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan
oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ)
untuk mengelola pemilihan Penyedia.

7) Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang
melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan
Barang/ J asa.

8) Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) adalah
pejabat administrasi Zpejabat fungsional/personel yang bertugas

sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan latihan
pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan
hasil pengawasan serta pemaparan hasil pengawasan.
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12) Pengadaan barang/ jasa dengan cara swakelola adalah cara
memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh K/L.

13) Perencanaan Pengadaan Barang/.Jasa adalah proses perumusan
kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan
barang/jasa, cara Pengadaan Barang/Uasa, jadwal Pengadaan
Barang/Uasa, anggaran Pengadaan Barang/.Iasa. Para pihak

barang/jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk
memenuhi kebutuhan barangfjasa pemerintah, dengan
ketentuan:
a) Berupa Katalog Elektronik, Toko Daring dan Pemilihan

Penyedia;
b) LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan,

membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan E­
marketplace Pengadaan Barang/ J asa

pengadaanE-marketplaceE-marketplace.memanfaatkan

memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksij'.Jasa Lainnya yang bernilai paling
banyak RP 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa
Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000. 000
(seratus juta rupiah).

9) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah tim yang
bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/uasa Lainnya yang bernilai paling
sedikit di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan
Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah).

10) Penyedia barang/jasa adalah pe1aku usaha yang menyediakan
barang/ jasa berdasarkan kontrak. Penyedia wajib memenuhi
kualifikasi sesuai dengan barang/ jasa yang diadakan dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas
barangfjasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan.

11) Penyelenggaraan pengadaaan barang/jasa dilakukan secara
elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem
pendukung. Pengadaan Barang/Uasa secara elektronik dengan
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15) Pelaksanaan langkah-langkah percepatan pelaksanaan
kegiatan Zproyek T.A. 2020 dan kegiatan melalui otorisasi
PA/KPA,dengan ketentuan :
a) Tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan yang

anggarannya tidak tersedia dalam DIPA dan/ atau RKA
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

b) Usulan kegiatan yang telah masuk dalam RKAberdasarkan
alokasi anggaran T.A. 2020 dan pelaksanaannya
diperkirakan memerlukan waktu lebih dari 6 (enam) bulan,
agar menerapkan langkah-langkah percepatan persiapan
pelaksanaan kegiatan / proyek.

yang terlibat dalam Perencanaan Pengadaan meliputi PA/KPA
dan PPK.

14) Anggaran Pengadaan Barangj'.Jasa merupakan seluruh biaya
yang harus dikeluarkan untuk memperoleh barangfjasa yang
dibutuhkan, yang terdiri dari biaya barang/jasa yang
dibutuhkan dan biaya pendukung dengan ketentuan sebagai
berikut:
a) Biaya barang/jasa dapat meliputi namun tidak terbatas

pada harga barang, biaya pengiriman, biaya suku cadang
dan purna jual, biaya personil, biaya material/ bahan, biata
peralatan, biaya pemasangan, darr/ atau biaya sewa

b) Biaya pendukung dapat meliputi namun tidak terbatas
pada biaya pe1atihan, biaya instalasi dan testing, biaya
administrasi dan/ atau biaya lainnya.

c) Biaya administrasi terdiri dari:
(1) Biaya pengumuman;
(2) Biaya survei lapangan
(3) Biaya survei pasar;
(4) Honorarium para pihak yang terlibat dalam Pengadaan

Barang/ Jasa, dan/ atau
(5) Biaya penggandaan dokumen;

d) Biaya administrasi dialokasikan di tahun anggaran berjalan
untuk pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran
berjalan danj atau perkerjaan yang dilaksanakan pada
tahun anggaran yang akan datang namun pe1aksanaan
pengadaannya dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
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b. Penatabukuan
Penatabukuan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dilaksanakan
berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pe1aporan Keuangan yang
berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sistem
penatabukuan dan pe1aporan keuangan dilaksanakan dengan
menggunakan teknologi komunikasi komputerisasi agar
penatabukuan dan pelaporan dapat dilaksanakan dengan cepat dan
akurat.

c) Untuk kegiatan yang sudah tercantum dalam DIPA/RKA
tidak boleh dilaksanakan sebe1um ada otorisasi, kecuali
untuk mendukung kegiatan yang apabila dilaksanakan
sesuai jadwal diperkirakan penyelesaiannya akan melewati
batas waktu tahun anggaran berjalan, mendukung
kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran,
mendukung kegiatan operasi dan latihan, mendukung
kegiatan mendesak dan/ atau kegiatan darurat, dengan
cara mengajukan surat permohonan me1aksanakan
kegiatan mendahului otorisasi (SPMO) sesuai dengan
prosedur.

d) Kegiatan dapat dikatakan darurat apabila memenuhi
kriteria antara lain, untuk mendukung kegiatan operasi
dan/ atau kegiatan lain sesuai kebijakan pemimpin yang
harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda.

16) Pengecekan fisik terhadap kemajuan pe1aksanaan pekerjaarr/
pengadaan termasuk pengecekan terhadap kualitas dan
kuantitas pekerjaan harus se1alu dilaksanakan oleh pejabat
terkait.

17) KPA dan/ atau PPK wajib melaporkan data BMN setiap kali
terjadi perubahan sebagai akibat dari pe1aksanaan pengadaan
barang/jasa kepada satuan kerjaybadanj unit akuntansi yang
berwenang me1akukan pencatatan atas perubahan BMN
(petugas SIMAKBMN)sesuai ketentuan yang berlaku.

18) Pengadaan barang/ jasa harus memprioritaskan produk industri
pertahanan dalam negeri danj atau peralatan yang terintegrasi
antar matra/Jintas sektoral.
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d. Pelaporan
Tata cara pelaporan pelaksanaan program dan anggaran sesuai
ketentuan yang telah diatur di lingkungan Kementerian dan
Lembaga.

ditandatangani Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan
Keamanan Laut Republik Indonesia sesuai waktu yang
ditetapkan sebagai berikut:
a) Triwulan I paling lambat tanggal 30 April 2020;
b) Semester I paling lambat tanggal 30 Juli 2020;
c) Triwulan III paling lambat tanggal 30 Oktober 2020; dan
d) Akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 31 Desember

2020.

IndonesiaRepublikLaut

berjenjang dari setiap unit kerja di lingkungan Badan
Keamanan Laut Republik Indonesia; dan

3) LRAN Badan Keamanan Laut Republik Indonesia disusun
berdasarkan surat Menteri Keuangan yang diterbitkan setiap
tahun anggaran.

4) LRAN Badan Keamanan

anggaran (beban murni) yang
pembukuan dihimpun secara

Realisasi pelaksanaan
diperoleh dari data

b)

Republik Indonesia T.A. 2020 beserta perubahan­
perubahannya;

LautKeamananBadana) RKA-KLjDIPAjPPPAjProgja

c. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
1) Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca (LRAN) Badan

Keamanan Laut Republik Indonesia merupakan
pertanggungjawaban Kepala Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Keamanan
Laut Republik Indonesia. Penyusunan LRANBadan Keamanan
Laut Republik Indonesia dilaksanakan oleh Biro Umum c.q.
Bagian Keuangan serta dibantu badan-badan lain yang
menangani penganggaran.

2) Sumber data LRANBadan Keamanan Laut Republik Indonesia
adalah:
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penyelesaiannya dapat melewati tahun, proses pemilihan
penyedia barang/jasa, pembuatan kontrak, ketentuan
pembayaran kontrak dan pencairan jaminan bank serta
pelaporan kegiatan lintas tahun mengacu kepada Peraturan
Menteri Keuangan No 243 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014

yangtunggaltahunkontrak

f. Kegiatan Lintas Tahun
1) Kegiatan pengadaan barang/jasa dengan kontrak tahun

tunggal, pada dasarnya harus dapat diselesaikan pada tahun
anggaran berkenaan, namun karena kendala waktu dan Zatau
teknis menyebabkan masih ada kegiatan kontrak pengadaan
barang/jasa yang penyelesaiannya terpaksa melewati tahun
anggaran.

2) Penyelesaian kontrak pengadaan barang/jasa tersebut di atas
harus dikelola secara transparan, akuntabel, serta dapat
mewujudkan tertib administrasi, tertib tindak dan tertib hukum
antara lain menghindari terjadinya pemalsuan dokumen,
meminimalkan potensi pelanggaran hukum yang bersifat
pidana, meminimalkan atau meniadakan potensi terjadinya
kerugian Negara.

3) Ketentuan kegiatan

e. Panitia Anggaran
1) Pada tiap eselon I yang mengelola program dan anggaran

dibentuk Panitia Anggaran yang ditetapkan dengan suatu surat
perintah.

2) Tugas Panitia Anggaran (Pangar) Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia:
a) Memberi petunjuk perencanaan anggaran kepada

pelaksana program dan anggaran di tingkat eselon II
dibawahnya;

b) Meneliti serta menghimpun rencana program dan anggaran
belanja yang disusun oleh badan-badan pelaksana program
dan anggaran; dan

c) Menyusun/menyiapkan sumbangan RKA-KL Badan
Keamanan Laut Republik Indonesia sesuai dengan
pedoman pengarahan yang ditetapkan oleh pemimpin
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
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tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian
Pekerjaan Yang Tidak Terse1esaikan Sampai Dengan Akhir
Tahun Anggaran mengenai ketentuan pengelolaan kontrak
tahun tunggal yang tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun
anggaran berkenaan.
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1. Penekanan
a. Pahami, tindak lanjuti dan jabarkan PPPABadan Keamanan Laut

Republik Indonesia T.A.2020 ke dalam program kerja dan anggaran
masing-masing unit kerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku.

b. Laksanakan langkah-langkah perbaikan kualitas pelaksanaan
anggaran dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran TA.
2020.

c. Tingkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan
efektivitas (value for money) berupa pembatasan belanja operasional
yang urgensinya rendah, yaitu dengan tidak adanya pelaksanaan
rapat dalam kantor di luar jam kerja (RDK),pembatasan perjalanan
dinas, konsinyering dan honor tim.

d. Laksanakan kegiatan TA. 2020 sesuai dengan rencana kerja, dan
pastikan kesesuaian output yang direncanakan dengan realisasi
belanjanya.

e. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan program dan
anggaran, sesuai fungsi dan kewenangannya wajib melaksanakan
koordinasi sebaik-baiknya dengan pihak-pihak terkait, sehingga
dapat dicapai sinergitas dan langkah tindak yang komprehensif
sesuai dengan yang diharapkan.

f. Jaga integritas dan komitmen terhadap pelaksanaan program dan
anggaran sesuai yang telah direncanakan dalam PPPA Badan
Keamanan Laut Republik Indonesia T.A. 2020 serta hindari
terjadinya revisi kegiatan yang berdampak pada revisi anggaran
kecuali bila terjadi keadaan kahar darr/utau kebijakan pemerintah.

g. Tidak dibenarkan upaya pemanfaatan sisa anggaran (optimalisasi)
dari akumulasi kontrak-kontrak yang telah dibayarkan, terutama
bila target sasaran atau output telah tercapai sesuai perencanaan.
Satker yang melakukan optimalisasi anggaran belanja pada tahun
anggaran berjalan (TAB) dapat menggunakan hasil optimalisasi
tersebut dalam penetapan alokasi anggaran pada dua tahun
anggaran berikutnya setelah Laporan Keuangan TAB tersebut
berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)berdasarkan opini BPK,

BABV
PENUTUP
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yang selanjutnya disebut sebagai penghargaan/reward sesuai
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 158/PMK.02/2014 tanggal 5
Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan
Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian
Negara/ Lembaga.

h. Guna memperlancar pelaksanaan kegiatan operasional dan
pemeliharaan perkantoran untuk anggaran yang dialokasikan dalam
DIPA Satker, agar dimanfaatkan secara optimal mekanisme
pendanaan melalui pengajuan Uang Persediaan (UP)ke KPPNsesuai
prosedur / ketentuan yang berlaku Dalam melaksanakan revisi
anggaran dengan KPPN setempat, agar hasil pelaksanaan revisi
anggaran tersebut dilaporkan kepada Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia dengan disertai revisi ADK.

1. Laksanakan pencatatan secara tertib terhadap penambahan aset
dari hasil pengadaan barang/ jasa baik yang didukung dari anggaran
belanja modal maupun belanja barang, hibah dan lain-lain serta
perubahan tambah/kurang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku
mengenai SIMAKBMN.

J. Laporan pelaksanaan program dan anggaran wajib disusun sesuai
ketentuan yang berlaku dan diserahkan tepat waktu.

k. Para Pejabat Struktural Eselon I selaku Pembina Teknis di
lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sesuai
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, wajib membuat laporan
kinerja rutin sebagai satker dan sebagai pembina teknis (penanggung
jawab kegiatan sesuai kebintekannya). Laporan kinerja tersebut
minimal harus dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
1) Kegiatan yang dilaksanakan, target dan sasaran yang ingin

dicapai serta alokasi anggarannya;
2) Pencapaian target dan sasaran kegiatan (baik dari SISI

output/keluaran maupun outcome/hasil);
3) KendalaZpermasalahan yang ada serta solusi pemecahan yang

telah diberikan dan telah dilaksanakan;
4) Resiko yang mungkin terjadi dan yang telah terjadi; dan
5) Sinkronisasi antara kegiatan yang dilaksanakan dengan

prioritas sasaran kebijakan pembinaan / pembangunan
kemampuan dan kekuatan Badan Keamanan Laut Republik
Indonesia.
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2. Demikian Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Badan
Keamanan Laut Republik Indonesia T.A. 2020 ini disusun untuk dapat
dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

1. Setiap pejabat yang terlibat dalam pengelolaan program dan
anggaran apabila melaksanakan serah terima jabatan, wajib
mencantumkan seluruh permasalahan dan tindak lanjut yang
belurrr/ sedang/ sudah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan
tersebut dalam memorandum serah terimajabatan.

m. Pengajuan kebutuhan dan/ atau anggaran dilaksanakan sesuai
kebijakan "one gate policy" (seluruh pengajuan harus melalui satu
pintu, yaitu Sekretaris Utama Bakamla RI dhi. Biro Perencanaan dan
Organisasi) .

n. Harga-harga yang tercantum dalam PPPA ini merupakan dasar
perencanaan untuk menghitung anggaran dan bukan merupakan
persetujuan harga per unit barang/pekerjaan. Harga per unit
barang/pekerjaan ditentukan pada proses pengadaan
barang/ pekerjaan, yang pelaksanaannya harus berpedoman pada
ketentuan yang berlaku.
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